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Abstrak 

Perlindungan hak berpendapat di media sosial menjadi isu krusial di era digital, 

mengingat media sosial sebagai ruang publik baru yang memungkinkan ekspresi 

pendapat secara luas tanpa batas geografis. Namun, kebebasan ini menghadapi tantangan 

serius, terutama terkait penyalahgunaan informasi dan pembatasan hukum yang diatur 

oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023. UU ITE sering dipandang membatasi kebebasan 

berpendapat melalui pasal-pasal yang mengatur pencemaran nama baik dan penyebaran 

hoaks, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengekang partisipasi 

publik. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia menegaskan perlindungan hak berpendapat sebagai hak fundamental yang harus 

dihormati dan dilindungi negara. Melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan 

pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak 

berpendapat di media sosial, penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum 

terhadap kebebasan berpendapat di media sosial dalam konteks UU ITE dan UU Nomor 

1 Tahun 2023, serta mengkaji potensi pelanggaran HAM yang muncul akibat penerapan 

kedua undang-undang tersebut. Melalui perspektif hukum dan HAM, penelitian ini 

mengidentifikasi ketidakseimbangan antara perlindungan kebebasan berpendapat dan 

pembatasan hukum yang ada, serta menawarkan rekomendasi untuk menciptakan regulasi 

yang lebih adil dan harmonis guna menjamin kebebasan berekspresi sekaligus menjaga 

ketertiban umum. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan hak asasi manusia di 

ranah digital dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak berpendapat 

dalam demokrasi modern. 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kebebasan Berpendapat, Media Sosial 

Abstract 

The protection of the right to express opinion on social media is a crucial issue in the 

digital era, considering that social media is a new public space that allows the expression 

of opinions widely without geographical boundaries. However, this freedom faces serious 

challenges, especially regarding the misuse of information and legal restrictions regulated 

by the Electronic Information and Transaction Act (UU ITE) and Law Number 1 of 2023. 

The ITE Law is often seen limiting freedom of expression through articles that regulate 

defamation and the spread of hoaxes, which has the potential to cause legal uncertainty 

and curb public participation. Meanwhile, Law Number 39 of 1999 on Human Rights 

emphasizes the protection of the right to opinion as a fundamental right that must be 

respected and protected by the state. Through a normative juridical approach, which is a 

legal research method carried out by studying and analyzing library materials or 

secondary data related to the legal protection of the right of opinion on social media, this 
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research aims to analyze legal protection of freedom of expression on social media in the 

context of UU ITE and Law Number 1 of 2023, as well as examining potential human 

rights violations that arise as a result of the implementation of these two laws. Through 

the perspective of law and human rights, this study identifies the imbalance between the 

protection of freedom of expression and existing legal restrictions, and offers 

recommendations to create fairer and more harmonious regulations to ensure freedom of 

expression while maintaining public order. The research results are expected to contribute 

to the development of policies that are more on the protection of human rights in the 

digital realm and increase public awareness of the importance of the right of opinion in 

modern democracy. 

Keywords : Legal Protection, Freedom Of Expression, Social Media 

 

1. PENDAHULUAN 

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang mendasar dan dijamin 

dalam konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945. Dalam 

perkembangan demokrasi modern, hak ini menjadi pilar utama dalam mendorong partisipasi 

publik dan kontrol sosial terhadap kekuasaan. Kehadiran media sosial sebagai ruang publik 

digital telah membuka peluang baru bagi masyarakat untuk menyuarakan opini, 

menyampaikan kritik, dan memperjuangkan kepentingan bersama tanpa batasan geografis. 

Namun, di balik luasnya akses terhadap media sosial, muncul pula tantangan hukum yang 

cukup kompleks. Di Indonesia, kebebasan berpendapat di media sosial diatur dan sekaligus 

dibatasi oleh beberapa regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diperbarui dengan UU Nomor 19 Tahun 

2016, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP baru). Beberapa pasal dalam kedua undang-undang tersebut dinilai 

mengandung potensi kriminalisasi terhadap ekspresi masyarakat, khususnya saat 

menyampaikan kritik terhadap pemerintah atau pejabat publik. 

Penerapan pasal-pasal seperti Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, maupun 

pasal penghinaan dalam KUHP baru, menimbulkan perdebatan karena sifatnya yang multitafsir 

dan membuka ruang represif. Akibatnya, tidak sedikit individu yang dijerat hukum hanya 

karena menyampaikan pendapatnya secara terbuka di media sosial. Kondisi ini menunjukkan 

adanya ketegangan antara perlindungan terhadap ketertiban umum dan penghormatan terhadap 

hak asasi warga negara dalam berekspresi di ruang digital. 

Berdasarkan realitas tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana sebenarnya bentuk 

perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat di media sosial di Indonesia, serta 

menelaah sejauh mana regulasi yang ada telah memenuhi prinsip keadilan dan hak asasi 

manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan oleh 
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UU ITE dan KUHP baru, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas 

perlindungan tersebut dalam praktik. 

 

2. METODE  

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yang mengandalkan analisis terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder sebagai sumber data utama. 

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Menelaah UU ITE, KUHP baru, 

dan UUD 1945. 

2. Pendekatan Kasus (Case Approach): Studi terhadap putusan pengadilan terkait kasus 

kebebasan berpendapat di media sosial. 

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan tahapan deskripsi, interpretasi, dan evaluasi 

normatif terhadap substansi hukum yang dianalisis. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Menurut 

UU ITE dan UU No. 1 Tahun 2023 

Perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia masih menghadapi 

tantangan besar, khususnya di era digital saat ekspresi publik berlangsung sangat dinamis 

melalui media sosial. Meskipun konstitusi menjamin hak tersebut, realitas di lapangan 

menunjukkan adanya kecenderungan negara menggunakan perangkat hukum positif secara 

represif terhadap warga negara yang mengutarakan pendapatnya secara terbuka. 

Dalam konteks UU ITE, beberapa pasal menjadi sorotan utama karena berpotensi mengancam 

kebebasan berekspresi. Pasal 27 ayat (3) UU ITE, misalnya, mengatur tentang larangan 

menyebarkan informasi yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik melalui 

media elektronik. Meski pada dasarnya bertujuan melindungi kehormatan seseorang, ketentuan 

ini sangat multitafsir dan kerap digunakan untuk menjerat pihak-pihak yang mengkritik pejabat 

atau lembaga publik. Hal serupa terjadi pada Pasal 28 ayat (2) yang mengatur penyebaran 

informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA. Banyak aktivis, jurnalis, bahkan 

warga biasa yang diproses hukum karena dituduh menyebarkan informasi bermuatan 

kebencian, padahal substansi unggahannya merupakan opini kritis terhadap isu sosial. 

Selain UU ITE, KUHP baru yang diundangkan melalui UU No. 1 Tahun 2023 juga membawa 

implikasi besar terhadap kebebasan berpendapat, salah satunya dengan menghidupkan kembali 

pasal penghinaan terhadap presiden, lembaga negara, dan simbol kenegaraan. Meskipun 

disebutkan adanya unsur “niat menyerang kehormatan” dalam rumusannya, namun tanpa 
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batasan dan penjabaran yang jelas, pasal ini tetap rentan disalahgunakan sebagai alat represi. 

Ketentuan tersebut dianggap kontradiktif dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang 

sebelumnya membatalkan pasal serupa dalam KUHP lama karena dinilai bertentangan dengan 

prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. 

Tidak hanya itu, ketidakjelasan dalam batasan antara kritik yang dilindungi dan ujaran 

kebencian yang dilarang hukum menyebabkan aparat penegak hukum kerap melakukan 

pendekatan represif ketimbang edukatif. Hal ini menciptakan situasi di mana masyarakat 

enggan mengutarakan pendapatnya karena takut dikriminalisasi. Akibatnya, ruang publik 

digital menjadi stagnan dan tidak sehat secara demokratis. Ketakutan masyarakat untuk 

berbicara juga menciptakan efek domino berupa pembungkaman kritik, hilangnya akuntabilitas 

publik, serta kian lemahnya kontrol masyarakat terhadap kekuasaan. 

Lebih jauh, dalam praktiknya, ketimpangan kekuasaan sangat memengaruhi bagaimana hukum 

diterapkan. Mereka yang memiliki posisi sosial atau jabatan tinggi cenderung lebih mudah 

mengakses aparat penegak hukum untuk memproses aduan pidana terhadap warga biasa. 

Dalam banyak kasus, pelapor berasal dari kalangan pejabat publik atau elite politik, sementara 

terlapor merupakan masyarakat sipil yang menyuarakan kritik atau kekecewaan melalui media 

sosial. Hal ini menandakan adanya ketidakseimbangan antara prinsip keadilan hukum dan 

praktik penegakannya. 

3.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan 

Berpendapat di Media Sosial 

3.2.1. Lemahnya Harmonisasi Regulasi 

Regulasi yang ada belum menunjukkan sinkronisasi antara norma yang menjamin kebebasan 

berpendapat dan norma yang mengatur pembatasannya. Misalnya, UU No. 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak menyampaikan pendapat sebagai hak fundamental, 

namun UU ITE dan KUHP justru membatasi ruang tersebut dengan norma pidana yang ketat. 

Ketidakharmonisan ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang memperlemah perlindungan 

terhadap hak sipil. 

3.2.2. Literasi Digital dan Hukum yang Rendah 

Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa konten yang mereka unggah di media sosial 

bisa menjadi subjek hukum. Mereka sering kali tidak mengetahui batas antara pendapat yang 

sah dan konten yang bisa dianggap melanggar hukum. Rendahnya literasi ini menyebabkan 

meningkatnya pelanggaran tidak disengaja dan membuat masyarakat rawan dikriminalisasi 

tanpa perlindungan yang memadai. 
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3.2.3. Peran Lembaga Penegak Hukum 

Kualitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran UU ITE sangat 

menentukan tingkat perlindungan hukum. Sayangnya, masih ditemukan oknum yang tidak 

menjalankan asas profesionalitas dan proporsionalitas. Banyak kasus pelaporan berujung pada 

kriminalisasi, bukan penyelesaian yang adil. Hal ini diperburuk dengan absennya lembaga 

pengawasan independen yang mengawal hak kebebasan berpendapat secara khusus di dunia 

digital. 

3.2.4. Ketidakseimbangan Sosial dan Politik 

Kritik yang dilayangkan terhadap pihak berpengaruh atau pejabat publik sering kali 

diperlakukan berbeda dibanding kritik terhadap pihak swasta biasa. Ketimpangan ini 

menunjukkan adanya ketidaksetaraan akses terhadap keadilan. Kekuasaan masih menjadi 

penentu arah hukum, yang bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality 

before the law). 

 

4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Kebebasan berpendapat di media sosial di Indonesia belum mendapatkan perlindungan hukum 

yang maksimal. Ketentuan dalam UU ITE dan KUHP baru cenderung menimbulkan ketakutan 

dan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Implementasi regulasi yang tidak konsisten 

serta rendahnya literasi hukum dan digital menjadi hambatan utama. 

4.2. Saran 

1.  Pemerintah dan DPR perlu merevisi pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE dan KUHP. 

2. Peningkatan literasi digital dan hukum masyarakat harus menjadi prioritas. 

3.  Komnas HAM dan lembaga independen harus lebih aktif dalam memantau pelanggaran 

hak berpendapat. 

4.  Penguatan mekanisme kontrol internal di institusi penegak hukum untuk menghindari 

penyalahgunaan pasal. 
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